BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF PENGENAAN

Menimbang :

Mengingat

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI BURU,

bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, peninjauan terhadap
Tarif Pajak ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa tarif sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan
Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan
Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, dipandang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan saat ini sehingga, perlu diadakan
penyesuaian;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan
Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaiamana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara



Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3984);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999
tentang Pembentukan  Provinsi Maluku  Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04
Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011
Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015
Nomor 12);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten
Buru Tahun 2017 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun
2017 tentang Pencabutan Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran
Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 08);

19. Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Penetapan Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR
17 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR
DAN PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN.

Pasal

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013
tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 17),
diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

1) Penetapan harga dasar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang dikenakan kepada wajib pajak.

2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20 %
(dua puluh) persen.

3) Penentuan harga dasar disesuaikan dengan Standarisasi Harga yang
dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Buru setiap tahun.

4) Khusus untuk harga satuan yang belum dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru maka akan dikeluarkan oleh
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru.
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Pasal 3 -

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang ada
dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga
Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, masih -
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH Paraf Koordinasi
KABUPATEN BURU,

AHI\%\(SSAGA

Kaban Pendapatan V-

Kabag Hukum A

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 32}



